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- PUTARAN URUGUAY -
 DAN PERDAGANGAN JASA

. Zulkarnain Sitompul

:General -Agreement on Trade in Services
L AGATS), meletakan aturan-aturan dasar. b&'g'i
L perdagangan internasional -di bidang jasa.

~GATS  berisikan dua kumpulan kewajiban
-utama yaitu kumpulan tentang konsep, prinsip
- dan-aturan yang menetapkan kewajiban yang
beriaku bagi seluruh "measures” yang mempe-
ngaruhi perdagangan jasa dan kumpulan ke-
~wajiban - Khusus  hasil nregosiasi yang meru-
pakan komitmen yang berlaku untuk sektor
Jjasa dan sub sekior jasa yang terdaftar pada

"Schedule of Commitinent”. Karangan ini
mencoba menelaah perjanjian perdagangan
Jasa yang dihasilkan dalam Putoran Uruguay.

I Pendahuluan

- Pada 1 Januan 1995 teiah berd;n suatu organisasi internasional yaltu
World Trade Organization (WI0). Organisasi ini berdiri sebagai hasil Perun-
dingan Putaran Uruguay yang diselenggarakan dalam kerangka General Ag-
reement on Tariff and Trade (GATT). Perundingan tersebut berlangsung sela-
ma 7 tahun. Dimulai di Punta del Este, Uruguay dan berakhir di Marakesh,
Maroko. Perundingan ini selain mendirikan WTO Juoa mengeluarkan suafu
dokumen dengan nama Final Act.

WTO yang mengambil alih peranan GATI dalam memehhara sistem per«
dagangan internasional yang terbuka.dan bebas adalah organisasi, meskipun
dapat diperdebatkan, paling penting jika dibandingkan dengan organisasi
internasional lainnya. Berbeda dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),
benar-benar mempunyai “gigi" dan tidak seperti IMF dan World Bank, WTO
mempunyai misi yang sangat jelas dan tindakan serta aturan yang dikeluar-
kannya berlaku sama bagi setiap negara anggota, tanpa membedakan negara
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'berkembang -atau maju.? - : e
Salah satu aspek yang dlcakup oieh WO ada!ah perdagangan jasa yangj_ B

' ZIdxatur dalam General Agreement .on Trade:in Services (GATS) yang:

merupakan salah satu lampiran: (annex) dari Perjanjian Pembentukan Wio - :
(selanjutnya disebut dengan perjanjian WTO). GATS meletakkan aturan—

o .aturan dasar bagi perdagangan internasional di bidang jasa. .

_ Aspek perdagangan jasa.ini merupakan aspek yang sama sekali tldak ch-'. _ '-

| "'kannya pemndmgan Putaran Uruguay, yaitu- untuk membentuk suatu ke~" o

rangka multilateral dari prinsip.dan aturan tentang perdagangan jasa.?

Secara garis besar GATS berisikan dua kumpulan kewajiban yaitu kum-
pulan tentang konsep, prinsip dan aturan yang menciptakan kewajiban yang
berlaku bagi seluruh measure yang mempengaruhi perdagangan jasa; dan.
] kumpulan tentang kewajiban khusus hasil negosiasi yang merupakan komit-
men yang berlaku untuk sektor jasa dan sub sektor jasa yang terdaftar pada
Schedule of Commitment, selanjutnya disingkat dengan SOC, negara anggota.
Di samping itu perjanjian ini juga berisikan lampiran tentang sektor-sektor
jasa tertentu yang mempunyai karakteristik khusus serta keputusan-keputusan
dan undersranding.’ Xedua komponen ini merupakan satu. kesatuan yang
- berlaku dan mengikat seluruh anggota W70.

«-Kumpulan pertama GATS berisikan kewajiban umum yang beberapa dian-
taranya berlaku untuk seluruh sektor jasa (misalnya most-fovared nasion dan
transparansi) dan beberapa hanya berlaku untuk SOC (misalnya Pasal XI ten-
tang Payment and Transfers).* Sedangkan kumpulan kedua, berupa komit-.
men pembukaan .akses. pasar yang ditawarkan, kepada anggota lain sebagal:
hasﬂ perundingan. .

-Secara febih rinci GATS terdm darl 6 Bagxan 29 Pasai dan 8 Lampxran-
(annex) yang dapat dikelompokkan ke dalam 6 kelompok. yaitu:

i, kewaj iban umum yang berlzku kepada sermua. anggota

! 'T‘rédiné Post”, The'}:;.cbndniisl. March 11-17 1995, hal. :iS.

2 GATT Activities 1986, "An Annuat Review of the Work of the GATT™, Geneva, June 1987, page

chard Hoekman, “The General Agreement on 'I‘rade in Servuces datam John H. Jackson et.al,
"Legal Problem of International Economic Relation”, West Publishing Co St. Peul, Minn., 1995, page
921.. .

M’TN.GNS/\WI&I&, 3 September 1903, hal. 1.
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kewajiban khusus yang tercantum-dalam SOC masmg»masmg anggota
=ketentuan pengecualian terhadap kewaﬂban :

su-isu untuk perundingan mendatang;. :
‘annex dan keputusan menteu yang menjelaskan berbagal aspek GATS

sodan o

6. masalah-masalah ‘teknis, prosedural dan admmlstratit
~+ Palam ‘ketentuan umum diatur-prinsip-prinsip* yang. tidak jauh berbeda
dengan prmszp-prmszp yanﬂ d1atur daiam GAIT Prmssp~prm51p tersebu

G

1 moss- favoured~nanon treatment (nonndzsmmmanon) ¢
4 protecrzon through'specific commitment (termasuk market acces, narzonal g
“Streatment dan additional commzt"menr)

3. transparansi; :
4. peningkatan partnsxpas: negara sedang berkembang,
5:%integrasi ekonomi; -

6.
7

-+ liberalisasi bertahap,
.“keadaan’ darurat;’

“TI. Status Hukum GATS Dan Kekuatan Mengikatnya

-Dilihat dari sudut hukum mternasmnal perjanjian W70 adalah merupakan
salah‘satu bentuk treaties. Treaties oleh International Law Comission dide-
finisikan sebagal any international law agreemenr inwrritten form, whether:
embodied in a single instrumen or in two or more related instruents and
whatever its particular designation (treaty, convention, protocol, covenant;
charter, statute, act, declaration, concordar, exchange of notes, agreed
minute, memorandum of agreement, modus vivendi or any other appelation),
concluded berween rwo or more States or other subjects of znternanonal law
and governed by international law." -

Pasal 2 The Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969,
U.N. Doc. A/Conf. 39/27 (The Vienna Convention) menyatakan bahwa
treaties merupakan suatu perjanjian dimana dua atau lebih negara mendirikan

Bandmgkan dengan Oliver Long, “Law and Its Limitation in the GATT Multilateral System
Bordrecht, Graham & Trotman/Matinus Nijhoff, 1987 hai. 7-11,

® lan Brownliz, “Principles of Public International Law,” Fourth Edition, Clarendon Press Oxforﬂ,
199Q, Page 605. :
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-atau bemsaha mendirikan suatu hubungan diantara‘mereka yang akan. dlatur n
‘0leh hukum internasional, Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dlkata}can.
bahwa-perjanj ian WTO adaiah salah satu bentuk dam treaties sehingga den an. '

and assoczated legal instruments mcluded in Annexes 1, 2 and 3 are mtegrai
parts; ofrhzsAgreement binding on all Members". Dengan demikian, apablla_' .
“..suatu negara menandatangani perjanjian- W70 maka -dengan sendirinya:
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GATS juga mengikat negara tersebut.
- Seperti-telah dikemukakan, GATY sendiri terdiri dari beberapa instrumen -
yang menggunakan nama yang berbeda satu dengan lain, yaitn Agreement
untuk. GATS, Decision untuk Ministerial Decision dan Una‘ersrandmg untuk
Undersmndmg Financial Services., . _
o ‘Meskipun : demikian- baik agreement mzmstenal deczszorz maupun
una‘erstandmg kesemuanya mengikat (binding) dengan alasan: ¢ .- '
a.. Pasal: XXIX GATS yang menetapkan bahwa "Lampiran-lampiran. dari
_-..:"perjanjlan in merupakan bagaan yang tidak terplsahkan dari per}anjlan
L.ind.,
b. .Fmal Act yang menyatakan bahwa ketiga :nstmmen itu embody ﬂze
results of their negotiations and form integral part of this Final Act.”:.
c.::Dalam Informal Note By The. Chairman. Group Negotiations on Services
~:+{GNS) perihal MFN Exemptions and Negotiations of Initial Commirments,
«+ tanggal 30 Januari 1992 dijelaskan bahwa ".... The adoption of the GATS
o wineans: the . adoption of the “Articles. .of the Agreement, its annexes,
deczszons -and undersmndmgs and :the nanonal schedules of commzt-—
. menis.! ]

--Dengan demikian, dxpandano dan sudut hnkum mternas:onal bentuk dan
nama adalah tidak relevan, tetapi sepanjang instrumen itu dicantuimkan seba-
gdi hasil negosiasi Putaran Uruguay dan merupakan bagian tak terpisahkan
dari perjanjian W70, maka akan mengikat negara peserta.

IIL. Proses Penerépan Hukum Internasional
Kedalam Sistern Hukum Masional

-Secara. feoritis setidaknya terdapat dua sistem yang berlaku mengenai
prosedur pemberlakuan perjanjian internasionai kedalam sistem hukum nasi-
onal, Sistem mana yang dianut biasanya diatur di dalam konstitusi masing-
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masing-negara. Sistem pertama adalah sistem yang memerlukan further acr
of rramfomanon oleh parlemen. Artinya suatu perjanjian internasional tidak
secara‘langsung dapat diterapkan sebagai hukum nasional akan tetapi memer:
lukan persetujuan terlebih dahulu dari parlemen. Sistem kedua adalah sistem
yang dapat langsung diberlakukan atau self executing. Dengan kata lain hu-
kum- mtemasmna} 1angsung mempunym kekuata.n dan status sebagaz hukum
nas;onal

Secara konst:tusmnal Indonesia menganut prinsip yang pertama. Hal ini
dapat dilihat dari Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan'
“Presiden: dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perda*
maian ‘dan perjanjian dengan negara lain.™ Akan tetapi UUD 1945 maupun
Penjelasannya tidak ‘memberikan: keterangan lebih lanjut tentang apa yang
dimaksud dengan peémbuatan "perjanjian dengan ‘negara lain". Penjelasan
tentang hal ini diperoleh dari surat Presiden Soekarno kepada Ketua DPR
No::2826/HK/60 tanggal 22 Agustus 1960 perihal Pembuatan Perjanjian-
perjanjian Dengan Negara ' Lain, yang antara lain menyebutkan bahwa per-
kataan"perjanjian” pada Pasal 11 (UUD 1945) tidak mengandung arti segaia
perjanjian dengan negara lain, tetapi hanya perjanjian yang terpenting saja,
yaitu yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya berbentuk treary.
Untuk ‘perjanjian-perjanjian la:nnya yang disampaikan kepada DPR hanya
untuk diketahui.

-‘Berdasarkan surat tersebut dapat dikatakan bahwa dalam praktek, Indo-
nesia sebenarnya menerapkan kedua sistem tersebut secara bersamaan, mes-
Kipun tentunya dapat diperdebatkan kekuatan hukum dari surat Presiden
Soekarno tersebut. Untuk perjanjian WTO yang dihasitkan oleh Putaran
Uruguay, Indonesia menerapkan sistem yang pertama yaitu melalui ratifikasi
DPR. Hal tersebut telah terlaksana dengan dikeluarkannya Undang-undang
No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia. Dengan demikian secara hukum perjanjian atau Final
Act telah menjadi bagian dari hukum nasional kita (lew of the land).

1V, Substanst GATS

1. Ruang Lingkup Perjanjian

Perundingan mengenai perumusan ruang lingkup (coverage) GATS meru-
pakan salah satu topik utama pada waktu perundingan Putaran Uruguay.
Permasalahannya adalah, apakah GATS akan mencakup seluruh sektor jasa,
atau tidak. Sebagian besar anggota, termasuk negara sedang berkembang,
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: mengmgmkan universal approach, artinya GATS mencakup seluruh sektor
jasa. Dengan pertimbangan untuk menciptakan keseimbangan kepentmgan
‘dan untuk mencegah dikeluarkannya suatu sektor jasa tertentu yang meru-
pakan kepentingan sesuatu negara. Sebagaimana yang terjadi pada s:stem
947 yang mengenyampingkan pertanian dan tekstil

-.Amerika Serikat didukung oleh Masyarakat Eropa, minta agar d:gunakan
an megative list atau disebut j juga dengan pendekatan fop down and .
Dengan pendekatan ini seluruh sektor jasa akan dicakup GATS kecu-

bahyak negara. Mereka lebih menyukai pendekatan posirive list atau disebut

-juga dengan pendekatan bottom up and opt-in. Berdasarkan pendekatan ini

_seluruh-sektor akan dicakup oleh -GATS, tetapi anggota dapat mengenyam-

pingkan sektor-sektor jasa yang mereka anggap masih lemah. Pendekatan ini

ditolak oleh AS dan ME dengan alasan pendekatan tersebut memberikan ke-
pada. anggota hak vero dalam penerapan GATS.?

< Jalan keluar yang ditempuh adalah dengan menetapkan bahwa ruang. ling-

kup perjanjian di bidang jasa mencakup seluruh sektor jasa akan tetapi

. anggota diberi keleluasaan untuk mencantumkan dalam SOCnya sektor-sektor

- jasa tertentu yang mereka buka untuk anggota lain dengan persyaratan dan

-pembatasan: tertentu.

Ruang lingkup perdagangan jasa ini dlatur dalam Pasal 1 (1) GAT.‘S‘ yang
berhunyx "This agreement applies to measures by Member aﬁ‘ecrmg trade in

-services” :

Pasal I (2), menjelaskan bahwa yang dimaksud denﬂan trade in servzces

-adalah perdagangan jasa yang dilakukan dengan cara;

(i) Jasa yang diberikan dari suatu wilayah negard ke wilayah negara lamnya
(cross-border) m:sainya jasa yang mempergunakan media telekomuni-
-kasi;

(u) Jasa yang diberikan dalam suatu wilayah negara kepada konsumen dari
negara lain (consumption abroad) misalnya turisme; :

(iii) Jasa yang diberikan melalui kehadiran badan usaha suatu negara daiam
- wilayah negara lain (commercial presence) misalnya pembukaan kantor

-cabang bank asing;

7 Terence P. Stewart {Editor), "The GATT Uruguay Round A Negotiating History (1086-1852)",

Volume 11 : Commentary, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer, The Netherlands, 1993, kal.
2363-2364.

glklfl T o1 MYy

ali yang dicantumkan dalam negative list. Pendekatan ini ditentang - oleh
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"(iv) Jasa yang diberikan oleh warganegara suatu negara dalam wilayah
megara’ lain (presence of natural person) misalnya jasa konsuitan
“‘pengacara dan akuntan.’ |
““Dengan demikian terlihat bahwa cakupan perdagangan jasa yang dzatur

oleh GATS ini relatif luas dan universal. Sementara iru pengertian jasa adalah

-.mehputx semua sekior jasa, kecuali jasa yang dilakukan dalam rangks mznye-

“lenggarakan fungsi Pemerintahan, artinya setiap jasa yang dilaksanakan’ tidak

_dangan maksud komersial atau akan bersaing dengan pemasok jasa lamnya

-‘r'mzsainya ‘otoritas moneter ‘dalam menetapkan exchange rages [Pasal T (b) &' _

7 (c)} GATS.

- Dart'batasan di atag ada beberapa kata penting yang perlu mendapa; pen~

' jelasan_leblh lanjut, yaitu measures, anggota (members), dan affecting =

a. Measures :

Measures menurut Pasal XXVIII (a) GATS adalah semua measures yang
diambil oleh anggota baik dalam bentuk law, regularion, rule, procedure,

“decision, administrative action maupun bentuk lainnya. Definisi tersebut
-memang belum memuaskan, karena belum memberi jawaban secara tegas
‘apa ‘'yang dimaksudkan dengan measures. GATS hanya memberikan non--
exhaustive list dari bentuk-bentuk measures, karena demikian bervarlasmya
: bentuk measures/pengaturan yang diiakukan oleh pemerintah. :

*+ " Menurut Sekretariat GATT, measures itu dapat berupa tindakan® atau
bukan tindakan/berdiam diri (an omission 10 act) kalau ada kewajiban
“bertindak (duty fo act).’® Hal ini sejalan dengan doktrin ilmu hukum di
Indonesia, bahwa tindakan ity dapat aktif atau pasif. Orang yang berdiam
diri dapat dianggap melakukan tindakan pelanggaran, kalau ada kewajsban
untuk bertindak yang harus dilakukan orang itu.

Berhubung GATS merupakan perjanjian baru maka belum terdapat juris-
prudensi yang dapat lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan measures.
Untuk itu periu dilakukan bandingan dengan praktek yang telah dilaksanakan

‘oleh GATT yaitn dengan melihat keputusan-keputusan yang diambil oleh
‘Panel yang dibentuk dalam GATT. Meskipun berdasarkan doktrin hukum in-
ternasional stare decicis atau konsep common law tentang preseden tidak

? “Sekilas tentang Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in S::rvxces)
‘Bank Indonesia, Jakaria, 2 November 1994, hal. 7.

' Multilateral Trade Negotiation Group of Negotiation on Services (MTMN.GMNS)W/139, 15
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u:'‘Artinya keputusan World Court dalam sengketa antara negara A
-d@;;ga , tidak mengikat dalam sengketa antara C dan D, bahkan antara A
dan'B dalam sengketa yang lain pada wakiu berikuinya. iz Akan tetapi da-
lam: praktek {ATT, para diplomat.dan pejabat yang akiif dalam. GATTsangat
terpengaruh dengan putusan (finding) Panel.* o
-2 Dalam  The - 1988 Panel "Report. on-Japan - Traa’e in Semz—conductors“ -
(adopted on 4 May 1988) diputuskan bahwa suatu administrative guzdance‘_- '
yang “dikeluarkan oleh Pemerintah meskipun dikatakan sebagai non-

e mandatory dan not egally binding dikategorikan sebagai ineasures-apabila

administrative guidance itu diikuti dengan insentif atau disinsentif dari
Pemermtah dalam pelaksanaannya." Sedangkan dalam The 1987 Panel Re-.
. port.on "United States - Taxes on Petroleum and Ceriain Imported Sub-
stances:(adopted-on 17 June 1987) dijelaskan bahwa suatu ketentuan yang
mewaj:bkan Pemerintah untukmengambil tindakan dianggap sebagai measure
akan tetapi suatu ketentuan yang memberikan kekuasaan kepada Pemerintah
untuk. mengambli tindakan tidaklah dlanggap sebagai measures.” .

b. Members

.- Yang .dimzaksudkan dengan Members. adalah member dari WIO, yang
dapat berupa pemerintah atau separate customs territory, seperti Hongkong.
Measure by Member menurut Pasal 1 paragraf 3 (a) (i) dan. (ii) adalah
measures -yang diambil oleh Pemerintah atau yang berwenang dari tingkat
pusai; regional atan lokal atau badan non-pemerintah yang didelegasikan oleh
permerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. :
.. Dalam Panel Report on EEC Restrictions on Import of Dessert Apples
(Ad{)pted .on-22 June 1989) dlpuruskan bahwa suatu. tindakan oleh perseo-

-+ M lan Browntie, “Principlc of Public Ftenational Law, Oxford: Clarendon Pres, 3d. ed., 1079)
seperti-dikutip dalam John H. Jackson, "The World Trading System, Law.and Policy of International
Econormc Rclauons The MI’T Press, 1992 ha] 39

? Statute of the International Court of Juslice, 59 Stat, 1035, Anticle 59 yang berbunyi: “The
decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular

case”.
B tohn H. Jackson, "The World Trading System”, supra, hal. 90,

" Guide To GATT Law and Practice”, 6th Edition, Geneva 1994, hal. 288.

1 T
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ranganiatau badan hukum swasta dapat dianggap sebagai mesures kalau hal
itu dilakukan dalam rangka melaksanakan fung31 pemermtahan {the exerczse‘
of publzc authority) 'S =

“Pengertian yang luas ini sejalan dengan pengertian menyelenggarakanz
tugas pemerintahan” yang dianut oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara, yaitu meliputi juga tindakan perseorangan atau badan hukum swasta
didalam’ fangka menyelenggarakan tugas pemermtahan

“Dalam pasal XXVIII (C) diatur bahwa measures by Members aﬁecrmg :
rrade in-services meliputi measures dalam rangka:

{i)~the purchase, payment or use of a service;

(11)' the access to and use of, in connection with the supply of a service,
‘iservices which are requzrea’ by those Members to be offered to the pub!zc
generally;

(iii) the presence, including commercial presence, of persons of a Member
Jor the supplly of a services in the territory of another Member.

'Keténtijan di atas diformulasikan secara inclusive untuk memberikan
indikasi-atas keinginan para-perunding agar dapat mencakup secara’ iuas
setlap measures yang berdampak pada perdagangan jasa.!’

“:Dalam praktek GATT kata ini juga diartikan secara luas, seperti dapat
dilihat dalam The 1958 Panel Report on Italian Dzscrzmmanon Against Im-
ported Agricultural Machinery (adopted on 23 October 1958) yang memu-
tuskan bahwa "Pemilihan kata effecting dimaksudkan oleh para perancangnya
untuk mencakup tidak hanya laws and regulations yang secara langsung
mengatur persyaratan, tetapi semua laws afau regulation yang mungkin
secara merugikan mengubah persyaratan.'®

Keputusan Panel init kemudian juga diikuti dalam The 1989 Panel Report
on United-States -~ Section 337 of the Tarlﬁf Act of 1930 (adopted on 7 No-
vember 1989). Dalam putusan Panel ini dijelaskan bahwa aturan yang ber-

‘¢ "Basic Instrumen and Selected Documents (BSID)® No. 36 Tahun 1988-1989, GATT, Geneva, July
1990, hal, 93.

7 MTN.GNS/W/177 29 October 1993, hal. 2.



;Pﬁt&"ra’n ---:Ufuguay ' 345

B 1-51fat" rosedural 3uga termasuk dalam pengertian aﬁ%ctmg ER

| 24 _eberapa. Aturam Pnkok GA’E‘S
a::Most Favoured-Nation Treatment (MFN) : S
- MFN.adalah suatu kemudahan yang-diberikan kepada suatu’ negara juga

. ﬁams dlberikan untuk negara lain. MFN ini merupakan prinsip-utama di- - |

__dalam perdagangan barang (GATT) yang juga dxpakax dalam: perdagangan._
. jasa ‘GATS) L '

onsep MFN ini mempunyal se]arah amat panjang yang. dapat dltel uri
eradadnnya sejak abad ke-12; meskipun secara formal konsep ini muncul :
pertama sekali pada abad ke-17. Pertumbuhan perdagangan selama abad: ke-
15:dan 16 kelihatannya menjadi sebab utama munculnya klausula MFN
Amerika Serikat menggunakan klausula ini pada tahun 1778, pada perjanjk
armya yang pertama dengan Perancis. ™. -

-~ MFN atau dikenal juga dengan prinsip non—dzskr:mmas: merupakan suatu
kewajiban umum (general obligarion) dalam GATS. Kewajiban ini bers:fat
segera (immediarelly) dan otomatis (unconditionally).

zDalam pengaruran temang MFN pada Pasal 11 paragraf 1- GATS diper-
gunakan perumusan ... each Member shall accord immediately and uncon-
ditionally io services and services suppliers of any other Member, "treatment
no.less favourable” than it accords io like services and services supplier of
any other country. Istilah freatment no less favourable juga digunakan di
dalam Pasal XVI tentang marker acces dan Pasai XVII tentang national rreat— _

ment.

“Perbedaannya ialah dalam MFN treatment no’ less favourable yang d:ban—
dingkan-adalah perfakuan yang diberikan terhadap services supplier: dari
suatunegara dengan negara lainnya sedangkan dalam national treatment yang
dibandingkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap domestic service
supplier. dengan foreign services supplier.-Sedangkan dalam market acces
pengertiannya adalah perlakuan yang diberikan terhadap foreign services
suppl:er oleh suatu negara harus sesuai dengan persyaratan dan pembatasan
yanﬂ tercantum di'dalam schedule of commitments negara itu. &

“Meskipun demikian sistem GATS memberikan kebebasan bagi anggotanya
untuk menyimpang dari kewajiban MFN. Dengan demikian suatu anggota da-
pat memberikan perlakuan yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada

¥ 1bid., hal. 161,

0 fRid bl 1£1
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suatu atau beberapa anggota dibandingkan dengan yang diberikan kepada
anggota lain sepanjang anggota lain tersebut diperlakukan minimal sesuai
dengan yang dicantumkan dalam SOC. Akan tetapi suatu negara tidak dibe:
narkan untuk memberikan perlakuan yang lebih sedikit dari yang dlcantum—
kan dalam®SOC kepada suatu atan beberapa anggota (mlsainya berdasarkan

- azas resiprositas).® -

ci2 Masalah MFN exemption ini hamplr rnenggagalkan pemndmgan Putaran' '
: _Uruguay pada Bulan Desember 1993 yang lalu. AS melakukan pendekatan

ryang: dlanggap oleh mitra:-rundingnya sebagai suatu kekeliruan, Pendekatan

AS'ini:dikenal dengan rwo-tier approach yang khusus diberlakukan untuk
sektor jasa keuangan. Dalam pendekatan ini AS memberlakukan 3 kategori
mitra dagangnya yaitu: 1) negara yang memperoleh seluruh manfaat atas
komitmen yang diberikan; 2) negara yang hanya memperoleh manfaat seba-
gian komitmen; dan 3) negara yang tidak memperoleh manfaat dari komit-
men AS. Pendekatan ini secara prinsipil bertentangan dengan konsep MFN
exemption.

Sebagai jalan keluar, untuk menghindari kegagalan perundingan, dlse-
pakati untuk melanjutkan perundingan di sektor jasa keuangan sampai dengan
akhir Juni 1995. Dalam lanjutan perundingan AS menegaskan kembali posi-
sinya bahwa AS akan membuka jasa keuangannya kepada semua anggota
WIo sepanjang negara lain meningkatkan pembukaan pasar jasa keuangan—

b Protecnon Through Specific Commitments .
~'Dalam . perdagangan barang anggota (Contracting Parties) GATT
mempunyai 4 kewajiban utama yaitu: 1) memberlakukan trade barrier secara
non-diskriminasi; 2) membatasi tarif pada tingkat yang ditetapkan dalam
tariff schedules; 3) membatasi penerapan orher barrier; dan 4) menyelesai-
kan sengketa dengan cara konsultasi dan proses penyelesalan sengketa
khusus.® .
-~Dalam perdagangan jasa, proteksi dengan menggunakan pembatasan
dengan tarif tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena jasa-jasa itu sendiri,
mengingat sifatnya yang abstrak, masuk ke suatu wilayah tidak melaluoi

* MTN.GNS/W/164, tanggal 3 September 1993,
= Sir Brian Pearse, "Danger of Faling at the Trade Fence”, The Financial Times, March 11, 1995.

¥ Barry E. Carter and Philip R. Trimbie, “Internatnional Law”, Little Brown and Company, }991
Lo A0
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-'.'.'p'ela.buh"ah (customs), sehingga tidak dapat dihambat melalui tarif.- Oléh

negara tersebut yang kemudian dirundingkan dengan mitra dagangnya.
SOC pada hakekatnya mengandung suatu “reservation”, artinya negara -

At isi, pembatasan dan persyaratan sebagaimdna tercantum. dalam“-_ .
komxtmennya i,

merupakan general obligations. Dengan demikian dapatiah dikatakan, bahwa :
schedule of commitments bukan merupakan "qutomatic obligation”, akan te—
tapi rnerupakan suatu specific obligation. Artinya yang menjadi kew_a;:b_an
adalah sesuai dengan yang tercantum dalam SOC negara yang bersangkutan.

‘Dalam Bagian Ill GATS (Specific Commitments) dikenal 3 macam kom;t—..._
men yaitu: :
a. komitmen market acces;

b. komitmen national treatment;

¢. additional commitments.

Ketiga macam komitmen ini digabung menjadi satu dalam SOC dar1 masmg-
masing negara.

.. Pendekatan yang d:pergunakan dalam pembuatan SOC adalah berszfat
campuran sebagai hasil kompromi dalam menentukan cakupan GATS seba-
gaimana:-telah dijelaskan di atas. Posirive: list dipergunakan di dalam
membuka sektor/sub ~ sektor maupun transaksi kepada jforeign services

' --supplzer sArtinya hanya sektor/sub sektor/transaksi yang disebut dalam
schedule. commitments itu saja-yang dapat -dimasuki oleh Joreign.service
supplier sesuai’dengan persyaratan atau pembatasan yang ada dengan men-
dapat perlindungan penuh dari GATS, Pendekatan ini dikenal dengan nama
: up—down approach™. -

- Sebaliknya pendekatan neganve lzst d;pergunakan ketika negara iersebut
menyat_akan komitmennya di bidang market acces dan national treatment.
Untuk: marker acces, komitment.tersebut dinyatakan dalam bentuk terms,
Immanons and conditions contohnya adalah bentuk pendirian perusahaan
joint ventures, modal pihak asing maksimal sebesar 49%. Untuk national
treanment dinyatakan dalam bentuk conditions and qualifications misalnya
pihak asing hanya dapat mendirikan hotel berbintang 5, suatu ketentuan yang
tidak berlaku bagi pengusaha nasional. Pendekatan ini dikenal dengan nama

"bottom-up approach”. Sedangkan additional commitments dinyatakan dalam
bentuk suatu underfaking (pernyataan) yang biasanya menyangkut suatu

“karena itu: proteksi yang .dapat dilakukan dalam. perdagangan jasa-adalah
.dalam bentuk SOC yang dibuat masing-masing negara sesuai.dengan keadaan -

embuat SOC tersebut tunduk pada ketentuan GATS dengan disertai -

. .80C ini diatur pada Bagian III yang terplsah darl Baglan II GAIS yang' o
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kuahﬁkasx profesional, standard dan perizinan. SR
+=50C dari masing-masing negara sesuai dengan pasal XX paragraf 3 men-

' Jadz bagzan yang tidak terpisahkan dari G4TS. Dengan demikian, SOC terse-
but meng;kat [bagi negara yang membuatnya

" Dengan SOC ini tercermin juga suatu prinsip, yaitu prinsip liberahsasz
~ dalam perdagangan jasa dilakukan secara bertahap {}omgresscve liberaliza-
tion)'sesuai dengan keadaan'dan kemampuan negara masznﬂ-masmg Hal‘xm
‘sejalan dengan ketentuan Pasal XIX GATS.* :
““Indonesia ‘dalam rangka perundingan Putaran Uruguay ' telah
mencantumkan 5 sektor jasa dengan 49 jenis transaksi dalam SOC yalm
telekomunikasi dengan 9 jenis transaksi;
“industri dengan 19 jenis transaksi;
- {ransportasi laut dengan 2 jenis transaksi; -
“pariwisata dengan 3 transaksi; dan

jasa keuangan:

a. non bank dengan 10 jenis transaksi;

b. bank dengan 6 jenis transaksi.

P T

“ Komitmen yang diberikan tersebut lebih sempit dari kenyataan yang
berlaku. Sebagai contoh di sektor perbankan, dalam pendirian bank cam-
puran kepemilikan modal pihak asing hanya maksimal 49 % sedangkan berda-
sarkan ketentuan yang berlaku pihak asing boleh memiliki 85% saham.

““Dalam  penyusunan SOC dipergunakan istilah-istilah teknis yanﬁ
membutuhkan penjelasan lebih lanjut antara lain adalah:

‘a: “None, istilah ini dimaksudkan untuk menyatakan keinginan anggota yang
*“memberikan komitmen secara penuh (full commitments). Artinya sektor
“jaSa yang ditawarkan tidak disertai dengan hambatan dan atau pemba—

© tasan; S
b. bound, hambatan dan atau pembatasan yang diberikan untuk sektor }asa
" “yang dicantumkan dalam SOC tidak akan diubah, kecuali menjadi 1eb1h

- terbuka, tanpa pemberian kompensasi;
¢. ‘unbound, hambatan dan atau pembatasan terhadap sektor jasa yang dican-
- “tumkan dalam SOC, dapat diubah oleh anggota (no commitment).*

» Yunus Husein, SH.LL.M., “"Laporan Perundingan Bidang Jasa, Bank Indonesia, 1992, (tidak
diterbitkan). )
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Sebagal dlustrasi dapat dilihat pada SOC Indonesia untuk subsektor jasa .
perbankan .di bawah ini: . B

Limitation on . | Limitationon .| Additional

bsector market access national treatment | commitments
{Commercml
1= Acceptance 1
of deposits 1) subject to go- | 1) None

vernment regula-
tion on Foreign | 2) Unbound _

Commercial

Borrrowing 3) Joint bank may |
" |onlyopennew |

2) None branch in 8 cities.

*3) For joint 4) For joint bank,

Bank not more only director can

than 49% of the | assumed by expat-
capital share ow- | riates.
ned by foreign
partner(s)

4) For joint
bank, only di-
Tector can as-
sumed by expat-
riates

1) cross border; 2) conSumptlon abroad 3) commerc:al presence 4) naturai
presence

Darz ilustrasi di aias dapat dijelaskan bahwa pada subsektor Commercial
bankmg dengan jenis transaks: penerimaan dep031to Indones:a menglkatkan
dm secara multilateral untuk hal-hal sebagal berxkut

.. Limiration on market access

o 'Cross border supply
Meﬁﬁ“lﬂkaﬂ baﬂk vano hernnaracet di Indnnpcm [ I S N
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' --":_;fdara luar negeri dengan syarat tunduk kepada Ketentuan ijaman
Luar Negeri: .

- 2. consumption abroad o
" Tidak ada larangan bagl penduduk Indonesia untuk mendepos:tokan
1gnya d: luar negerl Kebebasan ini tzdak akan dxubah__ )

A3, commerczal presence
Bank campuran hanya boleh membuka cabang di 8 kota di Indon
-ketentuan ini tidak berlaku bagz bank nasional dan Bank Asmg

4. natural presence \. |
Orang asing hanya boleh bekerja di Bank Campuran sebagai dzrekmr '
ketentuan ini tidak berlaku bagi bank nasional dan asing.

2 Limitation on national treatment

1) cross border supply . -
Dalam hal menerima deposito dari luar negen tldak ada perbedaan
perlakuan antara bank nasional, bank campuran maupun bank asing.

2) consumption abroad
Tidak ada komitmen, artinya Indonesia bebas menetapkan ketentuan
yang diinginkan.

3) commercial presence '
Untuk Bank Campuran pihak asing hanya boleh memiliki maks:mai
modal 49%. Persyaratan ini tidak akan dikurangi.

4) natural presence :
Orang asing hanya boleh bekerja di Bank Campuran sebagai direktur.

Tidak ada additional commitments yang diberikan oleh Indonesia.

. Transparansi

Asas transparansi diatur dalam Pasal I GATS yang mewajibkan semua
-anggota mempublikasikan semua peraturan perundang-undangan, pedoman
pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan yang berlaku secara
umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mempu-
nyai dampak pada pelaksanaan GATS.

Disamping itu juga diwajibkan untuk memberitahukan Council for Trade
on Services (salah satu "badan” dalam WTO) atas setiap perubahan atau
_d:keluarkannya peraturan perundang—undangan yang baru yang berdampak
pada perdagangan jasa yang dicantumkan dalam SOC. Pembentahuan ini
minimal dilakukan sekali dalam setahun. -

Kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan oleh semua anggota adalah
pembentukan "enquiry point”. Enquiry point ini berfungsi sebagai pusat
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mformas1 yang menyediakan informasi spesifik bagi setiap anggota mengenal )
seluruh masalah tentang perdagangan jasa. Enquiry point ini sudah harus
berdm palmg lambat 1 Januari 1997. el

d. Penmgkaran Partisipasi Negara Sedang Berkembang (Development :

Counr:y) :

- Secara prinsip sistem WTO tidak membedakan antara negara maja. dan :
. nggara berkembang. Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu kepada
- negara berkembang diberikan perlakuan, khusus. Hal ini dapat dilihat pada
perlakuan khusus yang diberikan kepada negara sedang berkembang dalam
penyampaian SOC, Penyampaian SOC ini merupakan salah satu syarat untuk
dapat menjadi original member WTO (pasal 11 WT0). Kepada negara sedang
berkembang (least developing country), Indonesia tidak termasuk kriteria i ini,
diberikan waktu sampai dengan April 1995, sedangkan untuk negara iamnya_
batas waktu penyerahan adalah 15 Desember 1993,%

Dlsampmg itu kepada negara sedang berkembang j juga diberi kemudahan
daiam rangka meningkatkan. partlslpasmya melalui perundmgan SOC yang
menyanckut
1} penmc’katan kapas:tas jasa daiam negeri dan efisiensi serta daya sa:ng

_._._sektor jasa dalam pegeri antara lain melalul akses kepada teknoiom
.. secara komersial;
2) perbaikan akses terhadap jaringan dastnbuSI dan informasi; dan .
3) liberalisasi akses pasar untuk sektor-sektor dan cara pemasokan yang
" menjadi kepentingan bagi ekspor negara berkembang (Pasal IV (I)
GATS).

Kemudahan lamnya yang dlbenkan kepada negara sedang berkernbang
adalah dalam rangka negosiasi selanjutnya untuk membuka pasar. Kepada
mereka dlbenkan fleksibilitas yang cukup untuk membuka sektor yang lebih
sedikit, melakukan liberalisasi transaksi yang lebih sedikit, melakukan
perluasan akses pasar secara bertahap segaian dengan situasi pembangunannya
(Pasal XIX ayat 2). o

Selan;utnya dalam rangka membanm negara sedang berkembang, negara
maju diwajibkan untuk mendirikan "conrack point” untuk membantu negara
berkembang dalam mengakses informasi mengenai pasar masmg»masmg

= Dr Heru Soepm!omo 'SH.,SE., “Aspek Hukum dan Kelembagaan Hasil Perundingan Putaran
Uruguay " (Seminar Memasyarakatkan Hasil Perundingan Putaran Urnguay tanggal 2, @ dan 10 Nopember

1Y A% ™Sy o3 oy w
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hega'ra'méju Informasi tersebut meliputi:

1) “Aspek komersial dan teknis dari pemasok jasa; : sl

2) Pendaftaran, pengakuan dan cara memperoleh kualifikasi profes:onal
dan-

3 "f‘éfsédi'anya teknologi jasa (Pasal IV (2) GATS).

e. Inregrasz ‘Ekonomi

:}{e_ jasama regional telah lama dipandang sebagai pengecualian’ dari

klausuia ‘MFN dalam perjanjian perdagangan.” Meskipun demikian, WTO_

secara. pnnszp tidak melarang anggotanya untuk bergabung dengan organisasi
kerjasama ekonomi regional seperti NAFTA (North America Free rraa'e

Agreemerzr), atau mengadakan perjanjian liberalisasi perdaganoan jasa antara

dua atau lebih negara, asal saja memenuhi beberapa kriteria yang sangat rmm

dan k{)mpieks sebagaimana diatur dalam pasal -V GATS.

Kriteria yang diatur oleh Pasal V GATS tersebut dimaksudkan untuk
mamaks;maikan keuntungan dan meminimalkan setiap kemungkinan yang
dapat merugakan sebagai akibat dibentuknya kerjasama ekonomi regzonal
Secara umum, ketentuan tersebut dimaksudkan agar tingkat tarif atau non
tariff bamer yang rendah diantara sesama anggota kerjasama ekonomi
regional tersebut tidak merugikan yang bukan anggota. Hambatan perda-
gangan sesudah kerjasama ekonomi regional tersebut terbentuk tidak boieh
leb:h tinggi dari sebelum kerjasama tersebut dibentuk.

Persyaratan yang ditentukan oleh Pasal V GATS tersebut adalah sebaga:
berikut:

1) harus meliputi banyak sektor;

2) penghapusan ketentuan diskriminatif yang ada dan atau pelarangan

© tindakan baru yang diskriminatif;

3) tidak memngkatkan hambatan perdagangan jasa secara keseluruhan pada

~sektor atau sub sektor dxbandmgkan dengan tmwkat hambatan yang. ada

‘sebelum diadakannya kerjasama;

4)" pemasok jasa yang berbentuk badan hukum milik negara bukan anggota
kerjasama yang berusaha di banyak sektor harus diperiakukan sama
dengan ketentuan kerjasama;

5) ‘Apabila kerjasama regional tersebut dibentuk antara sesama negara
berkembang, kepada mereka harus diberikan fleksibilitas sesuai dengan
tingkat pembangunannya;

6) Apabila suatu negara memperoleh keuntungan dengan adanya kerjasama
regional yang dibentuk, anggota kerjasama tersebut tidak boleh meminta
kompensasi dari anggota yang memperoleh keuntungan itu.




. total

: P&?afan : 'Uruguay ' 353 i

f L:zbera!zsast Bertahap g
Tu_;uan akhir dari GATS adalah menciptakan liberalisasi perdagangan _}883 =
_ xmana tidak ada hambatan sama sekali dalam arus peredaran jasa..

Untuk mencapai tingkat seperti itu, cara yang ditempuh adalah secara ber-':'-

- _ tahap, mengmgat tidak samanya tmgkat pertumbuhan masmgwmasmg anggota

= hsas: bertahap tersebut d:lakukan dengan mewajlbkan semua Ang--_ :
untuk melakukan putaran negosiasi secara berkesmambungan yang -

Januan 1995). Negosiasi tersebut harus dilakukan untuk mengurangi atay
menghilangkan measures yang berdampak buruk terhadap perdagangan j jasa.
Meskipun demikian proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap meng-
hormati kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing (Pasal
XIX.ayat (1) dan (2) GATS). Ketentuan dalam pasal XIX dapat digunakan .
oleh negara maju untuk menekan negara berkembang untuk melakukan
perundingan selanjutnya. :

Dalam pada itu komitmen yang telah dlbenkan dalam rangka perun~
dingan Putaran Uruguay, dan telah menjadi annex dari GATS, pada prin-
sipnya tidak boleh ditarik, diubah dan atau dikurangi. Perbaikan hanya
dimungkinkan apabiia dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan komit-
men.. Penarikan dan atau perubahan komitmen yang diberikan hanya dapat
dilakukan dengan pembayaran kompensas: kepada anggota yang dirugikan
(Pasal XX GA.‘I}S’)

g Keadaan Darurat o

-Escape Clauses adalah ketentuan pentmg dalam suatu perjanjlan mter~
_nasronal “baik multilateral seperti GATT, regional seperti ASEAN, bilateral
atau umum . (general) seperti Generalized System. of Preferences for Deve-
loping Countries (GSP). Berbeda dengan exception (pengecualian), escape
clause diberlakukan untuk kondisi yang tidak dapat diperkirakan sebel lumnya.
Dengan kata lain pengecualian dilakukan untuk kesulitan yang dapat. dxperkl«
rakan sebelumnya.

Secara umum escape clause membolehkan suatu aﬂggota daiam kondlsl
tertentu, untuk sementara- menghindar dari satu aspek perjanjian tanpa
merusak tujuan dari perjanjian tersebut secara keseluruhan. Escape clause
dalam suatu perjanjian memberikan kepastian bagi penandatanganan bahwa
dalam s:tuas: darurat, mereka dibenarkan untuk sementara menghmdar dari

pa]mg lambat lima tahun sejak. berlakunya perjanjian WT0. (sqak Lo
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komxtmen yang telah diberikan.? 5

-Pada-perdagangan barang, terdapat beberapa ketentuan yang membe—
narkan anggota untuk melakukan "penyimpangan” dari ketentuan yaitu dalam
hal: el
1y kompetlsi impor yang curang (unfair), demgan cara pengenazn anti-

dumping duties dan counterveiling duties (Pasal VI dan XVI GATT); *
2):kompetisi impor yang tidak curang (fair), akan tetapi jumlah imipor
--‘--3:f31memngkat sangat pesat sehingga dapat membahayakan industri dalam
- 'megeri, dengan menggunakan ketentuan Pasal XIX GATT yaitu tentang
s f-'emergency protection.®

'-"stampmg penyimpangan di atas Pasal XII GATT juga membolehkan
anggota melakukan pembatasan impor, baik jumlah maupun nilai, dalam hal
anggota: tersebut mengalami kesulitan neraca pembayaran. Peny:mpangan
tersebut harus dilakukan dengan cara:
1) menghindari kerusakan yang tidak perlu terhadap kepentingan komers:al
atau ekonomi anggota lain;
2) “tidak diberlakukan secara tidak rasional yaitu mencegah impor barang
- ‘dalam jumlah komersial minimum sehingga dapat merusak jalur perda—
gangan reguler;
3)+ tidak menerapkan pembatasan yang mencegah impor contoh barang atau
"~ mencegah impor dalam rangka parent, trade mark, copyright.

Dalam GATS anggota dalam keadaan darurat juga dibenarkan untuk
melakukan penyimpangan sementara dari komitmen yang diberikannya. Pe-
nyimpangan tersebut dapat dilakukan dalam hal kesulitan neraca pembayaran.
Dalam kondisi seperti ini anggota diperkenankan melakukan pembatasan-
pembatasan di dalam perdagangan jasa yang telah dicantumkan dalam,
SOCnya. Pembatasan tersebut harus dilakukan dengan syarat:

1) tidak menimbulkan diskriminasi diantara sesama anggota;

2) konsisten dengan ketentuan International Monetary Fund (IMF),

3) menghindarkan kerugian komersml -ekonomi dan keuangan anggota
lainnya;

4) tidak melebihi hal-hal yang perlu untuk mengatasi keadaan;

¥ David Robertson, "GATT Rules for Emergency Protection ™, Harvester Wheatsheal, London 1592,
hal. 26.
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5) harus bers:fat sementara dan d;hapuskan secara bertahap

md.akan pengamanan darurat selain kesu!:tan neraca pembayaran yarxg.. '_
--dap_t -dllakukan anggota, -masih :akan dlrundmgkan secara multilateral.
_Perundmgan tersebut sudah- harus dimulai ‘paling lambat 3 tahun setelah

~berjalannya WTO. Hal iniuntuk memberikan kesempatan bagi anggota untuk - -

- mempelajari kesulitan apa saja yang mungkin timbul setelah berjalannya.
GATS mengmgat perdagangan jasa belum pernah diatur sebeiumnya B

'3 Penyel&salan Sengketa -

- Sistem dan prosedur penyelesaian sengketa secara umum diatur dalam
Understandmg on Rules and Proceures Governing the Settlement of Dispute
atau Iebih dikenal dengan singkatan DSU (Dispute Settlement Ufzderstandmg)
yang:merupakan annex 2 dari Perjanjian WIQ. Understandmg ini berlaku
- untuk seluruh sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian WTO beserta selu-
.ruh annexnya.

- Dalam - GATS apabila suatu Ang gota merasa dirugikan akibat tindakan
"Ar}ggota lain meskipun tindakan Anggota lain tersebut. tidak bertentangan
‘dengan ‘ketentuan GATS (non violation), Anggota yang dirugikan dapat
meminta agar diselesaikan berdasarkan DSU (non violation complaints). -

Upaya penyelesaian sengketa dilakukan oleh suatu badan yang disebut
dengan Dispute Settlement Body disingkat DSB. DSB mengatur/menyusun
peraturan, prosedur, konsultasi dan ketentuan penyelesaian sengketa, DSB
berwenang membentuk Panel dan peradilan banding (4ppellate Body). Hal
yang sangat penting untuk dicatat adalah bahwa setiap keputusan DSB
‘haruslah dilakukan secara konsensus tidak dengan Voting.®Dalam praktek
‘GATT, konsensus berarti tidak ada satupun peserta yang hadir secara formal
menolak: “Adapun cara penyelesaian sengketa yang dapat dltempuh para
plhak unmk menyeiesa:kan sengketa adalah sebagai ber;kut :

a."Konsultasi ' -

‘Sistem penyelesaian ‘sengketa yang diatur dalam DSU mengutamakan
dilakukannya konsultasi diantara negara yang bersengketa. Konsultasi harus
dilakukan dalam jangka 30 hari sejak permohonan permintaan konsultasi.
Jika 60 hari setelah permohonan konsultasi tidak tercapal penyeiesazan p;hak
penggugat dapat memmta agar dzbentuk Panel.

® Sofyan Mukhta.r, ~Putarén Uﬁzguay:aan Penyelesaiaﬁséngkem", Harisn Republika, |7 Desember

o o



356 Hukum dan Pembangia_z&h

b. Panel L
Apabila sengketa dlselesalkan oleh Panel, maka dalam waktu 6 bu!an
_Panel harus menyelesaikan pekerjaannya. Waktu 6 bulan ini apabila‘dipan-
dang perlu ‘dapat diperpanjang 3 bulan lagi. Keputusan Panel dapat dimin-
takan banding ke Appellate Body. Proses pemeriksaan banding paling: lambat
.6(} han terhltung sejak tanggal salah satu pihak secara formal menga_]ukan

C. Alternanf lain

Para pihak yang bersengketa juga dapat memilih alternatif selain kecuall
‘Ponel,«dalam menyelesaikan sengketanya yaitu melalui jasa baik (good offi-
ces), konsiliasi (conciliation), dan mediasi (mediation) serta arbitration.
Permintaan untuk menggunakan alternatif ini dapat dimulai dan diakhiri seti-
ap'saat dan apabila dlanggap gagal para pihak dapat langsung meminta: agar
dibentuk Panel.

Disamping alternatif di atas, terdapat alternatif lain yang khusus berlaku
apabila penggugat adalah negara sedang berkembang yaitu penggunakan pro-
sedur yang diatur dalam Keputusan Contracting Party GATT tanggal 5 April
1966. Prosedur ini memungkinkan negara sedang berkembang meminta jasa
baik-Direktur Jenderal dan prosedur Panel yang mempersmgkat Jangka waktu
'penyelesatan sengketa (PasaI 3:12 DSU) :

V. Penutup

Dengan adanya perjanjian tentang perdagangan jasa yang dahas:ikan oleh
Perund:ngan Putaran Uruguay, maka dapat dikatakan bahwa gejala ke arah
penggunaan tindakan unilateral yang sering dilakukan negara maju dalam
menyelesaikan persoalan perdagangan setidaknya dapat dibatasi. Bagi negara
berkembang ikut bergabung kedalam suatu organisasi internasional mempu-
nyai dampak positip. Tidak saja sebagai sarana membuka akses pasar untuk
barang-ekspor akan tetapi juga sebagai proteksi dari tekanan unilateral yang
dilakukan oleh negara maju. :

Dengan bergabung kedalam organisasi internasional negara-negara ber-
kembang secara bersama dapat menghadapi negara maju. Dalam perkataan
l2in, adalah lebih mudah untuk menghadapi negara maju secara multilateral
jika dibandingkan dengan secara bilateral. Dengan WTO negara-negara ber-
kembang dapat memindahkan sengketa dan policy making ke prosedur multi-
lateral WTO dalam mengurangi tekanan bilateral negara maju.



- W’I‘O sebaual organisasi baru akan banyak menghadapi tantangan. Belum_-;
genap 3 bulan berjalan, W70 sudah harus menyelesaikan kasus pertamany& S

o yang: dlagukan oleh Venezuela dalam sengketa dengan AS mengenai US-4nzi .

~  Polution Regulations mulai berlaku sejak Januari 1995. Menurut Venezuela '
. ‘ketentuan tersebut. menetapkan standar lebih ketat bagi minyak impor. dari.
'.Venezuela dibadingkan. dengan minyak produkm AS; -sehingga- melangoar-_
L .'ketentuan WITO tentang non diskriminasi,®
- “BagiIndonesia yang diperlukan adalah kesiapan dalam menyongsong era

- glof
_maka implikasi liberalisasi sistem perdagangan internasional sebagalmana .
kesepakatan Putaran Uruguay hanya akan menjadl "neraka bagi kond:m_' -

perekenomlan indonesia,* . .. - o\ \ N : R ey
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 Judges oughi to remember that their office is jus dicere, and not jus dare; to
interpret low, and not to make law, or give law.
“Para hakim horus ingat bahwa tugas mereka cdalch jus drcene, dan bukan jus
-dare, yaitu : menafsirkan Jzukum bukan membuat hukum atau memben

---hukum
. {Francis Bacon}

B, PR, A, B pe gt

| The people is that part of state does nat know what it want.
Rakyat adalah bam éan mgara yang nm mmgeia%sm apa vang -

4 diinginkannya.
{G.W.F. Hegei) -
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PUTUSAN
Reg. No.: 419 K/Pdt/1991

' DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sei:agéi
berikut dalam perkara:
i. TEUKU HAYANUDDIN, beralamat di Komplek Bulog, Pos Pengumben Blok
B/4, Sukabumi Udik, Kebun Jeruk, Jakatia Barat.
2. FUAD LUBIS, beralamat di Jalan Dukuh III No. 44, Kramat Jati, Jakarta
s T
3 ALI YASIR YUNUS _beralamat dj Jalan Salemba Bluntas No. 60, Iakarta
. Pusat.
) 4 NY.SLAMET SUTOYO beralamat di Pulo Gebang Permai C.2 No. 1, Jakarta
_ Timar.
S MUH. NURI beralamai di Jalan Salemba Tengah No. 63, Rt 009/08, Jakarta
- Pusat;‘dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R. Dwiyanto Prihartono, SH, para
~Pemohon kasasi (dahulu para Penggugat Pembanding). P

melawan:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA cg. MENTER! PENDIDIXAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ¢g. DIREKTUR JENDERAL PEN-
DIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ¢q. KEPALA KANTOR WILAYAHDE-
PARTEMEN PENDIDIXAN DAN KEBUDAYAAN DKI JAKARTA cq. KEPA-
LA SEKOLAH SMA NEGERI 68, Beralamat di Jalan Salemba Raya 18 Jakarta
Pusat ‘Termohon kasasi (dahulu Tergugat-Terbanding)

‘Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para
Pemohon kasasi sebagai Penggugat-penggugat asli.telah menggugat sekarang para
Termohon kasasi sebagai Tergugal-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan
Megeri Jzkarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:



~Tap MPR No. 11/1988;

'-'.ma;;m 'Ha;'a’m s | 3;5,;" :

. Bahwa tanggal 13 Desember 1988, dengan surat No. 788/101.1.SMA 68/0/1988 :
_ para Tergugat asli telah mengembalikan anak-anak para Penggugat asli dengan alasan g
: telah melakukan tindakan yang melanggar tata tertib dan disiplin sekolah (P. 2), i
o ‘para Pénggugat asli telah mengajukan keberatan dengan surat tanggal 16 :
988 (P.2), ternyata sama sekali tidak mempemmbangkan, dan sejak
: D'esember 1988 Tergugat asli melarang anak-anak para Penggugat unmk__:
- mengakun peia_;aran ulangan umum, tidak membagikan raport yang justru merupg-.
“kan hak‘anak-anak para Penggugat asli yang dgamm oleh pasal 31 UUD 1945'--'dan‘-"_ 3

o ahwa alasan pengembalaan anak*anak para Penggu gat 2 ash adalah karena men ge-
an seragam sekolah dengan berkerudunc (jilbab).yang notabene merupakan mani-
festasx dari Iman anak-anak para Penggugat asli sebagai orang-orang muslimah hasil
proses. pendldxkan Agama Islam yang diterima anak-anak para Penogugat asli dan
sekolah eq. guru agama Islam; !

: ahwa tindakan Tergugat ashi bertentangan dengan pasai 15 SK Dlrektur Jen—
“deral Pendldtkan Dasar dan Menengah Departernen Pendidikan dan Kebudayaan No 1
OS?IC Kep. D.82 tanggal 17 Maret 1982;

Bahwa perbuatan Tergugat asli mempakan perbuatan meiawan hukum oieh Pe-
nguasa, (onrechtmatige. overheids daad) yang bertentangan dengan pasal 31 UUD
1945 dan. Tujuan Pendidikan yang tercantum Tap MPR No. 11/1988 tentang GBHN
serta bertentangan pula dengan UU Pendidikan dan Pengajaran di sekolah No. 4
Tahun 1950 jo. UU No. 12 Tahun 1954 pasal 16 yang menyatakan bahwa di dalam
seko}ah _guru-gury harus menghormatl tiap-tiap aliran agama, keyakinan hidup;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka surat tanggal 13 Desember 1988
No, 788/101.1.5MA.68/0/1988 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa atas perbuatan Tergugat asli, baik para Penggugat asli maupun anak-anak
Penggugatasli merasa. sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil seba-
gai berikut:

- ..kemglan materiil

- 'transport anak-anak para Penggugat asli Rp. 3 000, ~/han 5 x 60 hart x- Rp
~.3.000,- = Rp. 900.000,- .

- _.keruman immateriil, hxlangnya kesempatan belajar dan ujian Rp 75.000. 000

Ba!am mesz. . :
Mohon ~agar selama gugatan ini berlangsung, Pengadllan memenntahkan Ter—
gugat asli untuk memperkenankan anak-anak para Penggugat asli dapat mengxkun
. pelajaran di sekolah; _ :

‘Bahwa' berdasarkan hal-hal tersebut d1 atas, para Penogugat ash menunl‘ut kepada

Pengadlian Negen Jakmta Pusat putusan sebagaz berilout: .
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PRINIAIR

E Dalam Provisi: - ' o '
erintahkan kepada Tergugat untuk memperkenankan anak-anak para Pen,g& -
_.gg: -tetap mengikuti pelajaran di sekolah selama proses dalam perkara mir'ber*-

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya \

2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melarang anak-anak para Peng-
" gugat mengikuti pelajaran di sekolah, mengikuti ulangan umum dan memiasuki _

5 "'_*‘halarsmn sekolah, adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa {onr '
““‘matige overheids daad); i

3. Menyatakan bahwa Surat Tergugat No. 788/101.1/SMA.68/0/1988 perihal pe-

" ““ngembalian siswa kepada orangtua adalah tidak mempunyal kekuatan hukum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima kembali anak-anak para.

Penggugat sebagai siswi SMA 68, Jakarta dan membenkan hak- hakny__ e-

“perti semula; ' :

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000,- (dua

- :puluh hma nbu rup:ah) sehari ‘apabila Tergugat tidak melaksanakan petiturg’ Nox
4; #

6. Menﬂhukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik moriil maupun rnatemi
~ sebesar Rp. 75.900.000,- (tujuh puluh luna }uta sembllan ratus nbu rup:ah)

7. "B:aya~blaya menurut hukum;

Subsidair: _ : L
- " Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya: "

Bahwa terhadap gugatan tersebut kabur, karena tidak mencantumkan secara _]'e!aé'
ldenntas para siswi tersebut dan hubungan kekeluargaan dengan para Penggugat asli;

'Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini
oleh karena perkara tersebut adalah masalah pelanggaran terhadap peraturan: tata
tertib intérn sekolah dimana Tergugat asli hanya menjalankan peraturan tersebut;

Bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dengan putusannya tanggal 23 Agustus 1989 No. 115/Pdt/G.VI/PN.JKT. PST.;

Penggugat telah dikuatkan oleh Pengad:ian Tinggi Jakarta denga.n pumsaxmya
tanggal 4 September 1990 No. 212/Pdt/PT.DKL.:

Bahwa sesudah putusan terakhir ini dibentahukan kepada para Penggugat Pem-
banding pada tanggal 5, 7, 8, 12 dan 17 Desember 1990 kemudian terhadapnya’ oleh
para Penggugat Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kitasa
khusus tanggal 17 Desember 1990 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada
tanggal 12 Desember 1990 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.
234/8rt.Pdt.G/1990/PN.Jkt. Pst. yang dibuat oleh Pamtera Kepala Penoadlian Newen

i T o« T T T T
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'aiasamaiasan :yang diterima-di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada ta.noga;
2 Januari 1991; _
: Bahwa memori kasasi yang diajukan Pemohon kasasi salinannya telah dxserahkan

' 'd gan empuma kepada pihak Termohon kasasx pada tanggal 9 Januari 1991 e

Mes mbang, bahwa- pennobonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah di- i
_bemahukan ‘dengan seksama diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara ‘yang
ditentukan dalam Undana-undang, maka oleh karena itn permohonan kasa51 tersebut .
'formxl dapat -dltenma : R S &

Memmbang, bahwa kebemtan-keberatan yang d:a.mkan oiei’x peamohon
kasasi dalam memori- kasasinya fersebut pada pokoknya ialah: -
1.+Bahwa judex facti dalam putusannya telah salah atau tidak menerapkan hu}mm
f-sabagaxmana mestinya dan Pemohon kasast sangat berkeberatan terhadap pertiri-
~““bangan hukum Pengadilan Tinggi Jakaria yang hanya mengambil alih pertim-

i 5~bangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa ‘memberi‘alasan yang cukup seba—' :

“isgaimana yang diisyaratkan oleh pasal 178 ayat 1 HIR;

2. Bahwa judex facti tidak melaksanakan pasal 178 (2) HIR yaitu tidak memper»
timbangkan dalil-dalil Pemohon kasasi sebagaimana dalam gugatannya hanya
mempertimbangkan satu aspek saja dari tujuan hukum yaitu terciptanya keter-

.- tiban, namun mengabaikan sama sekali aspek keadilan yaitu terekspresikannya

~=wnilai-nilai keimanan dari Pemohon kasasi sebagaimana yang dijamin UUD 1945

" i:(pasal.29) dan juga bertentangan’ dengan tujuan pendidikan sebagaiman tertera

'---dalam Tap MPR No IIIIQSS (GBHN) serta pasal 16 UU No. 12 Tahun 1954

Memmbang

- Mengenai keberatan ad 2: :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti telah bemndak
dan menerapkan peraturan perundang-undangan secara Stricti Law atau secara kaku
sehingga Hakim yang mengadili perkara ini hanya cerohong Undang-undang dan ti-
dak lebih sebagai antreaneninus (mahkluk tidak bemyawa) tanpa melenturkan dan
mengkaitkannya secara komprehensif dengan peraturan dasar yang lebih tinggi yakni
Pancasila, pasai 29 UUD 1945 serta semangat dan | _|1wa uu Pendxdlkan Nasmnal
No0.:2/1989.: :

:Malahan: ka!au d:te]m deﬂgan cen'nat pemmbangan dan: kes;mpulan Jjudex facti
saling bertentangan. Satu segi judex facti merestui-landasan hukum dan filosofis
Pendidikan Nasional tiada lain daripada bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa
untuk mewujudkan pengembeangan manusia Indonesia seutuhnya vang memiliki keali-
tas Iman dan Taqwa kepada Tuban Yang Maha Esa dan berbudi luhur serta berpe-
ngetahuan luas, sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab terhadap masys-
rakat dan bangsa;

- Untuk mencapai tujuan inipihak Penguasa dalam hal ini Dirjen Pendidikan Dasar
dan Menengah membuat aturan Tata Tertib dan Disinlin vane dineshilnm made celr
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‘iah~sekolah Khusus untuk tertib berbusana dikeluarkan SK. Not 052/C/082 (tanggai
_17 Maret 1982).
... Mestinya aturan ini harus dibaca dan diterapkan sesnai kontektualnya baxk dencan
' Pancas;la dan UUD 1945 serta UU No. 2/1989. Dengan demikian boleh diatur.tertib
berbusana yang semangat daa jiwanya tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendi-
dikan Nasional, termasuk aspek-aspek membina manusia Indonesia seutubnya yang
memiliki: kualitas iman dan iaqwa yang pnma sesuai éengan iandasan. ?en-
didikan, MNastonal. :

Sehubungan dengan itu andakan anak didik memaka; jilbab, hazus’ dltaf-
sirkan datam kerangka tersebut, pada satu segi, serta pemakaian jilbab ity hanya
sekedar pengecualian kecil dart ketentuan tata tertib berbusana danl segilain. Selain
daripada itu malahan secara umum pun pemakaian jilbab tersebut masuk dalam -
kerangka aturan dan disiplin yang dimaksudkan. Sebab baik warna dan ketentuan.
Yang terjadi hanya sekedar modifikasi yang disesuaikan dengan tuntutan nilai-nilai
{man dan Tagwa pada siswa yang bersangkutan. Dan modifikasi tersebut sama sekali
tidak mengganggu Ketertiban dan tidak pula menimbulkan ketidak-disiplizan
dan ketidakstabilan jalannya pendidikan jika hal itu diterima dengan pench
pengertian dan tanpa prasangka buruk, apalagl mencari-cari dalih pihak penguasa
(mepman Sekolah);

Memmbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, terdapat
-cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Teuku
Hayanuddin dan kawan-kawan, dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4
September 1990 No. 212/Pdt/1990/PT.DKI, serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 23 Agustus No. 115/Pdt/G.VI/1985/PN.Jkt. Pst, harus dibatalkan dan
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan selu-
ruh gugatan Penggugat kecuali dalam provisi yang tidak lagi ada urgensinya yang
amarnya sepem tersebut -di- bawah ini;

Memmbang, bahwa mengenai besamya ganti rugi yang harus dibayar oleh Ter-
gugat, Mahkamah Agung menetapkan besamya ganti mgl tersebut berdasarkan atas
kelayaka.n dan kepatutan .

Memmbang, bahwa Termohon kasasi/Tergugat asli di pihak yang kalah harus
dihukum membayar biaya perkara baik yang timbul dalam kasas: pertama, tmgkat
banding maupun tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dadi Undang-undano No. 14 Tahun 1970 dan Un-
dang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan: :

MENGADILL

'Mengabulkan permohonan kasasi dari para ‘Pemchon kasasi: 1. TEUKU
HAYANUDDIN . 2. FJAD ILITRIS. 3 AT Y VASIR YVIITRNIIC 4 WY ST ARMET
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Agustus. 1989 No llSlPdt/G VII1989/PN Jkt Pst

DAN MENGADILI SENDIRI
Da'iam'}’mws: Pel
- Menolak provm para Penggugat

Dalam. Pokok ‘Perkara:
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melarang anak-anak para Penggugat
& mengikuti pelajaran di sskolah, mengikuti ulangan umum dan memasuki halaman
i+ sekolah,:-adalah, perbaatﬁn melawan hukum oleh pengnasa (anrechtmange
: .ﬂverhexds daad), .l
Me'ny kan bahwa Surat Tercugat No 788/ IO} I/SMA 68/0/1988 penha] Pe-'
. mgembalian Siswa kepada orangma adalah t:dak mempunyai kekuatan hukum'w_
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima kembalj anak-anak para Peng-
~ gugat sebaoa: mswa SMAN 68 Jakarta dan membenkan hak haknya seperﬁ
B 'semula, TN
3. "Menﬂhukum Terguoat ‘untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000,- (dua‘
7p1!1uh hma nbu rupla.h) sehan apabxia Tergugat tldak melaksanakan pentum No
6. Men0hukum Tergugat untuk membayar ganti rutu ba1k monl maupun mateml'
/1 isebsar‘Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);. L
" Menghukum Termohon kasasi/Tergugat asal untuk membayar bxaya perkara
dalam semua tingkat peradilan; yano tingkat kasasi ini d;letapkan sebanyak Rp‘
20. 000,- (dua puluh nbu ruplah), S . A

Demxkxaniah d:putuskan dalam rapat pennusyawaratan Mahkamah Agung pada
han Selasa, 17 Mei 1994 dengan M. Yahya Harahap, S.H. Hakam _Agung yang
d:tun_;uk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sadang, M. Yahya Harahap,
S.H. dan H. L. Rukm:m, S, H ‘sebagai Hakim-Hakim Anggota diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari: SENIN, TANG GAL 30 MET 1994 oleh Ke».
tua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh M. Yahya Harahap, S.H. dan H.L.
Rukmini,” S.H., ‘Hakim-Hakim" Anggota dan Wahyu RahardJo, S H i’amtera
Penggantl dengan t;ciak d;hadm oieh icedua beiah pzhak






